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	No.
	Area Perubahan Prioritas
	Permasalahan
	Sasaran Perubahan
	Kegiatan

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Sumber Daya Manusia
	1. Kebijakan Pembinaan pola karier pegawai belum optimal.
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintah Kabupaten Kudus.
	Penyusunan standar kompetensi jabatan

	
	
	2. Penetapan standar kompetensi jabatan belum optimal.
	Meningkatnya kinerja pegawai.
	Melakukan analisis jabatan

	
	
	3. Integritas pegawai belum optimal.
	Meningkatnya kesejahteraan pegawai.
	Melakukan analisis beban kerja

	
	
	4. Rekruitmen pegawai belum menggunakan system komputerisasi.
	Meningkatnya pimpinan yang menjadi role model.
	Melakukan evaluasi jabatan

	
	
	5. Kompetensi pendidikan PNS umumnya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
	
	Penyusunan Kebijakan rekruitmen pegawai dengan system Komputerisasi

	
	
	
	
	Peningkatan kompetensi pegawai dengan diklat

	2. 
	Pengawasan
	1. Fungsi consulting dan katalisator pembangunan belum dilaksanakan oleh APIP
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat pengawas
	Sosialisasi fungsi consulting dan katalisator pembangunan kepada APIP

	
	
	2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur Pengawasan
	Meningkatnya penerapan SPIP
	Penyusunan standar operasional prosedur pengawasan


	
	
	3. Kuantitas dan kualitas aparat pengawas masih kurang
	
	Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawas

	
	
	4. Penerapan SPIP belum maksimal
	
	Penerapan SPIP ke SKPD

	
	
	5. Belum optimalnya penerapan Wistleblower system.
	
	Optimalisasi penerapan wistelblower system

	3. 
	Tata Laksana
	1. Kebijakan akutansi belum mengakomodir analisis standar belanja (ASB) dan penyusutan aset
	Tersusunnya pedoman ketatalaksanaan SKPD 
	Sosialisasi standar operasional prosedur (SOP) pada SKPD

	
	
	2. Belum diterapkannya e-government dalam penetapan standar satuan harga
	
	Penyusunan peraturan bupati tentang analisis standar belanja (ASB) dan penyusutan asset

	
	
	3. Belum adanya kebijakan efisiensi perjalanan dinas
	
	Penyusunan e-government dalam penetapan standar satuan harga

	
	
	4. Belum adanya kebijakan efisiensi sarana dan prasarana kerja
	
	Penyusunan kebijakan efisiensi perjalanan dinas

	
	
	5. Efektifitas pengelolaan anggaran belum optimal
	
	Penyusunan kebijakan efisiensi sarana dan prasarana kerja

	
	
	
	
	Penyusunan kebijakan efektifitas pengelolaan anggaran

	4.
	Pola Pikir dan Budaya Kerja
	1. Belum diterapkannya budaya kerja
	Meningkatnya pola pikir dan budaya kerja
	Sosialisasi Budaya Kerja

	
	
	2. Belum optimalnya keteladanan dan pimpinan
	Meningkatnya pimpinan yang menjadi role model
	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja

	
	
	3. Kurangnya responsive pegawai terhadap pelanggaran.

	
	Pembentukan kelompok budaya kerja SKPD

	
	
	4. Belum ditetapkannya kebijakan role model dan agen perubahan
	
	Evaluasi tugas dan kegiatan kelompok budaya kerja

	
	
	
	
	Pemberian punish and reward yang berimbang

	
	
	
	
	Penyusunan kebijakan role mode dan agen perubahan.
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